
1. pasal JS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-udang nomor 6 Tahun 1995 tentang 
pembentukkan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 430); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4774); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

a. bahwa perpustakaan dimanfaatkan sebagai pusat atau 
tcmpat pelaksanaan kegiacan pemberdayaan masyarakat 
yang dapat memfasilitasi pelatihan dan keterampilan 
berbasis literasi informasi dan inklusi melalui 
penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi; 

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan, dengan membangun kornitmen dan 
dukungan stakeholder, agar dapat menciptakan 
masyarakat sejahtera melalui Transformasi 
Perpustakaan Berbasis lnklusi Sosial perlu di atur 
dengan peraturan Wall Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wall Kota tcntang Transformasi Pcrpustakaan 
Berbasis lnklusi Sosial di lingkungan pemerintah Kota 
Kendari; 
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Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembru:an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5954); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah [Lembaran Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan 
keuangan antara pemerintah pusai dan pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagairnana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta kerja (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 96 
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

11. Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5531); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); Sebaga.imana telah 
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tamnahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
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Dalam Peraturan Wall Kota ini, yang dimaksucl dengan: 
1. kota adalah Kot.a Kendari. 
2. pemerintah Kota adalah Wall Kota dan perangkat sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintahari Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Kota Kendari. 

3. wali kota adalah Wall kota Kendari. 
4. sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Kendari. 
5. dinas adalah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari. 
6. organisasi Perangkat Dacrah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat OPD 

aclalah unsur pembantu Wali kota dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 
Kendari. 

8. perpustakaan a.dalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 
da1.1/ atau karya rekam secara profesional dengan system yang baik guna 
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan reaksi 
pemustaka; 

9. perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi 
rnasyarakat Juas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa 
membedakan urnur, jenis kelamin, suku, ras, dan status sosial ekonomi; 

10. perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah kecamatan yang rnempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta mela.ksanakan 
layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan 
umur, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender; 

l 1. perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah 
penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat 
dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta 
rnenunjang pelaksanaan pendidikan nasional; 

Pasal 1 

BAB1 
KETENTUAN UMUM 

Mcnetapkan : PERATURAN WAL! KOTA TENTANG TRANSFOMAST 
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL LINOKUNGAN 
PEME:RINTAH KOTA KENDARI 

M~MUTUSKAN : 

13. Peraturan Pemeriritah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pedoman Pembinaan (Ian Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4539); 

14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 183), 
Sebagaimana telah di ubab dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Kcpala Pcrpustakaan Nasional Rcpublik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tcntang Pedoman 
Nomenklatw: Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 
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Peraturan Wali Kuta ini bertujuan unluk : 
a. rneningkatkan literasi informasi terapan berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 
b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahtera.an masyarakat serta tenaga 

perpustakaan; 

Pasal2 

12. pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompctensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk rnelaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan; 

13. pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok 
orang, masyarakan atau lernbaga yang memanfaatkan fasilitas Jayanan 
perpustakaan; 

14. bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya cetak dan/atau 
karya rekam; 

15. masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada 
satu wilayah yang mempunyai perhatian dan penman dalam bidang 
perpustakaan; 

16. sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca 
dan dipelajari oleh masyarakal dalam upaya meningkatkan pengetahuan, 
menambah wawasan, rnemberrtuk sikap dan perilaku, setra 
mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan 
kualitas hidupnya; 

17. transforasi perpustakaan adalah sebuag proses Perubahan secara 
berangsurangsur terhadap peran dan fungsi perpustakan yang dulu hanya 
dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan 
mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah 
pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, 
mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu rnernberikan kesernpatan 
belajar uagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi clan komunikasi 
untuk peningkatan kualitas h.idup masyarakat, dengan pelayanan 
terhadap masyarakat yang bersifat user oriented, dan bukan lagi buidinq 
oriented; 

18. perpusta.kaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proa.ktif yang 
dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan 
keterampilan dan kepercayaan diri, dan rnernbantu meningkatkan jejaring 
sosial; 

19. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu 
pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan; 

20. sumber daya perpusta.kaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, 
serta dana yang di miliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan; 

21. tarnan bacaan masyarakat yang selanjutnya di singkat dengan TBM adalah 
tempat yang sengaja dibuat Pemerintah, perorangan ata swakelola dan 
swadaya masyarakat untuk roenyediakan bahan bacaan rnenurnbuhkan 
minat baca kepada rnasyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan 
Masyara.kat (TBM); 

22. stakeholder adalah individu, sekolornpok manusia, komunitas atau 
rnasyarakat baik secara keseluruhan rnaupun secara parsial yang memiliki 
hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan; 

23. literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam 
kegiatan - kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan 
kesejahteraan. 
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(1) pengernbangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, 
pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kualitas maupun 
kuantitas; 

(2) pengernbangan perpustakaan sebagai mana dimkasud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilak:ukan 
sesuai kebutuhan pernustaka dan masyarakat dengan mernanfaatkan 
leknologi informasi, dan komunikasi, 

(3) pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan. 

Pasal 6 

Penyelenggaraan dan pengelolaan pcrpustakaan harus dilakukan sesuai 
dengan Standar Nasional Perpustakaan. 

Pasal 5 

(1) perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan 
Masyarakat; 

(2) pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemeriritah Kota, Pernerintah Kecarnatan, Kelurahan 
dan/atau Masyarakat; 

(3) pembentukan perpustakaan sebagaimana dimkasud pads. ayat (2) paling 
sedikit memenuhi persyaratan : 
a. memiliki koleksi perpustakaan; 
b. memiliki tenaga perpustakaan; 
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; 
d. melaporkan keberadaannya ke perpustakaan kota. 

Bagian Kesatu 
Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Pengelolaan serta 

Pengembangan Perpustakaan 
Pasal 4 

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi : 
a. pernbentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan 

perpustakaan; 
b. sarana, prasarana; 
c. tenaga perpustakaan, pendidikan; 
d. pembinaan teknis perpustakaan; 
e. transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; 
I. peran perpustakaan berbasls ink.lusi sosial; 
g. hak, kewajiban dan kewenangan; 
h. peran serta masyarakat; 
i. pendariaan; 

BAB TI 
RUANO LINGKUP 

PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL 
Pasal 3 

c. mcmperkuat pcran dan fungsi pcpusta.kaan, agar tidak hanya sekedar 
tcmpat pcnyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga wahana 
pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan 

d. mewujudkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kota Kendari. 
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Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial 
melalui : 
a. pcmcrataan layanan perpustakaan Kota Kendari, kecamatan dan 

kelurahan; 

Bagian Kelirna 
Transforrnasi Pelayanan 

Perpustakaan Berbasis lnk:lusi Sosial 
Pasal 11 

(1) pembinaan teknis perpustakaan meliputi : 
a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional; 
b. pengembangan sumbcr daya manusia; 
c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar nasional; 
d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan 
e. pengembangan rninat baca. 

(2) pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari 

Bagian Kecmpat 
Pembinaan Teknis Perpustakaan 

Pasal 10 

(1) penyelenggara perpustakaan bertangungjawab untuk melakukan 
pembiriaan dan pengembangan tenaga perpustakaan; 

(2) pernbinaan dan pengembangan sebagaimana climaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonfonnal; 

(31 pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan 
Umum Provirrsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan 
organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatiban. 

Paragraf2 
Pendidikan 

Pasal 9 

(1) tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola 
perpustakaan; 

(2) dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis 
dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang 
bersangku tan; 

(3) ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, 
promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang=- undangan. 

Paragraf 1 
Tenaga Perpustakaan 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Tenaga Perpust.akaan dan Pendidikan 

Setiap penyelenggara Pcrpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana 
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. 

Bagian Kcdua 
Saran dan Prasarana 

Pasal 7 
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Dalam rangka pengembangan perpusta.kaan berbasis inklusi sosial Masyarakat 
berhak untuk : 
a. mernperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas 

perpustakaan: 
b. mendirikan dan/atau mcnyelenggarakan pcrpustakaan; dan 

Paragraf I 
Hak 

Pasal 15 

Bagian Ketujuh 
Hak, Kewajiban dan Kewenangan 

Transformasi Perpustakaa.n Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan masyarakat 
sejahtera melalui : 
a. peningkatan kualitas Iayanan perpustakaan dan surnber daya rnanusia 

yang terampil; 
b. pemanfaatan layanan perpustakaan; 
c. komitmen dan dukungan stakholder untuk revitalisasi perpustakaan yang 

berkelanjutan; 
d. ada.nya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi 

perpustakaan; 
e. publikasikan media yang rnendukung perpustakaan. 

Pasal 14 

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat di wujudkan melalui 
peran : 
a. perpustakaan sebagai pusa.t ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, 

dan pusat kebudayaa.n; 
b. perpustakaan dira.ncang lcbih berdaya guna bagi masyarakat; 
c. pcrpustakaa.n menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan 

kehidupan masyarakat; 
d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki. 

Bagian Keenam 
Peran Perpustakaan Berba.sis lnklusi Sosial 

Pasa.113 

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 dilakukan dengan cara : 
a. pandangan pemustaka dalam upaya kebermanfaatan Perpusta.kaan dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat; 
b. meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan dipusat, daerah, 

Kementrian/Lembaga dalam pembangu:nan masyarakat; dan 
c. meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan 

prasarana Perpustakaan. 

Pasal 12 

b. peningkatan literasi informasi berbasis inklusi sosial; 
c. pcndampingan masyarakat untuk literasi .informasi; 
d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 
e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 
f. pemanfataan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas 

pelayanan perpustakaan. 
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Masyarakat berperan serta dalam pembentu.kkan, penyelenggaraan 
pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaa.n. 

Bagian Kedelapan 
Peran Serta Masyarakat 

Pasal 19 

Pemerintah kota, berwenang untuk : 
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan 

di wilayah kecamatan dan kelurahan; dan 
b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan 

perpustakaan di wilayah kecamatan dan kelurahan. 

Paragraf 3 
Kewenangan 

Pasal 18 

Dalam mewujudkan perpustakaan bcrbasis inklusi sosial Pemerintah Kota, 
Kecamatan, Kelurahan wajib : 
a. menjarnin penyelenggacaan dan pengembangan di Kota; 
b. Menjamin ketersed.iaan layanan perpustakaan secara rnerata diwilayah 

masing - masing; 
c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraan secara 

merata dimasing - masing wilayah; 
d. mcnjamin kelangsungan penyclcnggaraan dan pengelolaan Perpustakaan 

sebagai sumber belajar masyarakat; 
e. menggalakkan promosi gemar membaca dangan memanfaatkan 

perpustakaan; 
f. rnenyelenggara.kan, mengernbangkan Perpustakaan Umum daerah 

berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan 
tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. 

Pasal 17 

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat 
mempunyai kewajiban : 
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; 
b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan 

dilingkungannya; 
c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di 

lingku ngannya; 
d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan; dan 
e. rnenjaga ketertiban, kearnanan, dan kenyarnanan lingkungan 

Perpustakaan. 

Paragraf 2 
Kewajiban 
Pasal 16 

c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara 
perpustakaan. 

• 
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Oiundangk.an di Kendari 
pada tanggal, IS - t - 2022 

2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wall kota ini dengan penem-patannya dalam Berita Daerah Kata Kendari, 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 21 

Pendanaan Perpustakaan bersumbcr dari; 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
c. sumber Jain yang sah dan tidak mengi.kat. 

Bagian Kesernbilan 
Pendanaan 

Pasal 20 
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